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BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI  TRENGGALEK 

NOMOR 28 TAHUN  2021 

TENTANG 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS 

KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN 

PERISTIWA PENTING DALAM  MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 

2019 (COVID-19) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TRENGGALEK, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek, 

menyatakan bahwa setiap penduduk dikenai sanksi 

administrasi berupa denda apabila melampaui batas 

waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan Peristiwa 

penting; 

b. bahwa pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) yang berakibat menimbulkan kerugian material 

dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan 

kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan 

kebijakan strategis guna meringankan beban masyarakat 

dengan penghapusan sanksi administrasi berupa denda 

atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan 

dan peristiwa penting lainnya; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Denda 

atas keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting di Kabupaten Trenggalek dalam 

masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3019); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5475); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
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2013  tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6354); 

9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukndan 

Pencatatan Sipil; 

10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 

(COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten 

Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) sebagaimana beberapa kali 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten 

Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 65); 

  MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA 

ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA 

KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA PENTING DALAM  

MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-

19) 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 
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2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati  Trenggalek. 

4. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami 

penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat 

terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) 

dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya yang 

meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal 

sementara, serta perubahan status tinggal terbatas 

menjadi tinggal tetap.  

5. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh 

seseorang yang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, 

perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, 

pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, 

perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan 

dan peristiwa penting lainnya.  

6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI 

adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang 

sebagai Warga Negara Indonesia.  

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang 

asing yang bertempat tinggal di Indonesia.  

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan 

pedoman pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi 

berupa denda atas keterlambatan pelaporan Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting di Kabupaten 

Trenggalek dalam masa pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19). 
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(2) Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian 

hukum terhadap penghapusan sanksi administrasi 

berupa denda atas keterlambatan pelaporan Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting di Kabupaten 

Trenggalek dalam masa pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19). 

 

BAB III 

 PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI  

BERUPA DENDA ADMINISTRASI 

Pasal 3 

 
(1) Penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas 

keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting diberikan kepada semua Penduduk 

Kabupaten Trenggalek selama pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). 

(2) Penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas 

keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan pada saat pemohon mengajukan 

pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting 

selama masa pandemi pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19).  

(3) Penghapusan sanksi administrasi berupa denda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada 

tanggal 2 November 2021 sampai dengan berakhirnya 

status Penetapan Bencana Non Alam Corona Virus 

Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 4 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek   

 
Ditetapkan di Trenggalek 

pada tanggal 13 Juli 2021                       

  BUPATI TRENGGALEK 

                                                                                   TTD 

MOCHAMAD NUR ARIFIN 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal  6 Juli 2021 

       SEKRETARIS DAERAH 

   KABUPATEN TRENGGALEK, 

                    TTD 

           JOKO IRIANTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  TAHUN 2021 NOMOR 28 

 
 


